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     P U T U S AN  

Nomor 282/Pdt.G/2019/PA. Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili

perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK.  5207023112910035,  tempat tanggal  lahir  Jorok Tiram 31

Desember 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jorok

Tiram,  RT.  002  RW.  005,  Desa  Batu  Putih,  Kecamatan

Taliwang,  Kabupaten  Sumbawa  Barat, selanjutnya  disebut

Pemohon;

Melawan;

Termohon, NIK.  5207027112810052,  tempat  tanggal  lahir  Saung  31

Desember 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun

Jorok Tiram, RT. 002 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan

Taliwang,  Kabupaten  Sumbawa  Barat, selanjutnya  disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober

2019  yang didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada

tanggal  22  Oktober   2019  dengan  register  perkara  Nomor

282/Pdt.G/2019/PA.  Tlg  telah  mengajukan  cerai  talak  terhadap  Termohon

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  29  Mei  2012,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamataan  Taliwang,  Kabupaten  Sumbawa
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Barat,  sebagaimana  tenyata  dari  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

203/01/VI/2012, tertanggal 29 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di  Dusun Jorok Tiram,

Desa  Batu  Putih,  Kecamatan  Taliwang,  Kabupaten  Sumbawa  Barat

selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman

bersama yang beralamatkan di  Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih,

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai

keturunan;
4. Bahwa sejak awal Januari 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya  perselisihan

antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah

tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena belum ada

anak;
- Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin

dan  sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon tersebut terjadi sejak awal April 2017, yang akibatnya

antara  pemohon dan  termohon telah  pisah rumah selama 2  tahun  6

bulan, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan juga

keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon sudah tidak lahi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan  rahmah  sudah  sulit  di  pertahankan  lagi,  dan  karenanya  agar

masing-masing  pihak  tidak  lebih  jauh  melanggar  norma  hukum  dan

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon

untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan

karena miskin;
Berdasarkan  alasan  /  dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama Taliwang  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 
PRIMER :
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1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak
satu raj'i  terhadap Termohon (Termohon)  di  depan sidang Pengadilan
Agama Taliwang setalah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari  sidang pertama yang telah ditetapkan,  Pemohon

telah  datang  menghadap  sendiri,  sedangkan Termohon  tidak  datang

menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain  sebagai  kuasanya untuk

menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut  sebagaimana

relaas panggilan nomor  282/Pdt.G/2019/PA.Tlg tanggal  23 Oktober  2019

dan  31  Oktober  2019  padahal  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan  Pengadilan telah

berupaya  mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa

terlebih dahulu permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma

(prodeo)  di  Pengadilan  Agama Taliwang  yang  dalam  posita  Gugatannya,

Pemohon   menyatakan  bahwa  ia  adalah  penduduk  yang  kurang  mampu

(miskin);

Bahwa,  terhadap  permohonan  Pemohon  untuk  berperkara  secara

Cuma-Cuma  (prodeo),  Majelis  Hakim  telah  membacakan putusan  sela

Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Tlg tertanggal 30 Oktober 2019 yang secara rinci

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini,  yang amar berbunyi

sebagai berikut : 

Sebelum memutus Putusan Akhir

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

2. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa,  selanjutnya dibacakan surat  permohonan Pemohon  tersebut

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 
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Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk atas  nama  Pemohon  NIK.

5207023112930035, tanggal  08 Oktober 2015  2012, yang dikeluarkan

oleh Kabupaten Sumbawa Barat,  Provinsi Nusa Tenggara Barat,  bukti

fotokopi surat tersebut  telah diperiksa oleh majelis hakim,   dicocokkan

dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dengan  Aslinya  dan  telah  di-

nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua

Majelis;

2. Fotokopi Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  B-

330/Kua.18.09.05/PW.01/9/2019,  tanggal  18  Oktober  2019,  yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten

Sumbawa  Barat,   bukti  surat  tersebut telah  ditempel  dengan  meterai

secukupnya  dan  dinazagelen  oleh  petugas  Pos  serta  dilegalesir  oleh

Panitera  Pengadilan  Agama  Taliwang  dan  telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi,  umur  28 tahun,  agama Islam,  pekerjaan  ibu  rumah tangga,

tempat kediaman di Dusun Jorok Tiram, RT. 002 RW. 005, Desa Batu

Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi  memberikan keterangan di  bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena

saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang

menikah sudah lama namun saksi lupa tahunnya;

- Bahwa setelah  menikah  Pemohon dengan  Termohon  tinggal

dirumah orang tua Pemohon di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih,

Kecamatan  Taliwang,  Kabupaten  Sumbawa  Barat namun  belum

dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon

dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017

yang  lalu  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak

harmonis lagi dan saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon
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bertengkar,  disebabkan  Termohon  sering  meninggalkan  rumah dan

pulang kerumah keluarganya di Lombok tanpa seizin Pemohon dan

Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah

hingga sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara

Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa  Pemohon  tetap  bersikeras  ingin  bercerai  dengan

Termohon;

2. Saksi, umur  50 tahun,  agama Islam,  pekerjaan  buruh  tani,  tempat

kediaman di  Dusun Jorok  Tiram,  RT.  002 RW. 005,  Desa Batu  Putih,

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi  memberikan keterangan di  bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena

saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang

menikah sudah lama namun saksi lupa tahunnya;

- Bahwa setelah  menikah  Pemohon dengan  Termohon  tinggal

dirumah orang tua Pemohon di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih,

Kecamatan  Taliwang,  Kabupaten  Sumbawa  Barat namun  belum

dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon

dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017

yang  lalu  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak

harmonis lagi dan saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon

bertengkar,  disebabkan  Termohon  sering  meninggalkan  rumah dan

pulang kerumah keluarganya di Lombok tanpa seizin Pemohon dan

Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;

- Bahwa  Termohon  tidak  bisa  memberikan  keturunan  kepada

Pemohon karena mandul;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah

hingga sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang;
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- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara

Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa  Pemohon  tetap  bersikeras  ingin  bercerai  dengan

Termohon;

Bahwa,  Pemohon telah  mencukupkan  pembuktiannya  dan

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

serta mohon putusan;

Bahwa,  untuk  menyingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  hal-hal

sebagaimana  diuraikan  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini  yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

hadir  sendiri di  sidang,  sedangkan  Termohon  meskipun  telah  dipanggil

sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang

lain  untuk  hadir  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  maka  berdasarkan

ketentuan  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  bahwa

pemanggilan  kepada  Termohon  tersebut  harus  dinyatakan  telah  sah  dan

patut,  dan  ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu

halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim

berpendapat pemeriksaan perkara a quo dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan  Pasal  82 ayat (1)

dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan

(2)  PP  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati

Pemohon  agar  dapat  bersabar  dan  mengurungkan  niatnya  untuk

menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon

tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan

dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

cerai talak terhadap Termohon karena  sejak awal Januari 2015, kehidupan
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rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  mulai  tidak  harmonis  dengan

adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus

dalam  rumah  tangga  yang  sulit  untuk  dirukunkan  lagi  yang  disebabkan

antara  lain  mereka  belum  dikaruniai  anak  dan  Termohon  sering

meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan

Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah

rumah sejak April 2017 sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa  atas  dalil-dalil  permohonannya  tersebut,

Termohon tidak  dapat  didengar  jawabannya  karena tidak  pernah hadir  di

persidangan,  meskipun telah dipanggil  secara  sah dan patut,  maka patut

diduga  bahwa  Termohon  tidak  hendak  membantah  dalil  permohonan

Pemohon tersebut,  dengan demikian dalil  permohonan Pemohon tersebut

telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah

menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai

hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), yaitu harus ada

cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  termasuk  perlunya

mendengar  keterangan  dari  pihak  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat

dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  kepada

Pemohon  tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari

penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan

terkait dengan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana

tersebut di  atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti  berupa bukti  surat

(P.2), dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2 maka dapat

dinyatakan  terbukti  bahwa   Pemohon bertempat  kediaman di  Kecamatan

Taliwang  yang  berdomisili  sebagaimana  dalam  surat   permohonannya

sedangkan  Termohon  bertempat  tinggal  sebagaimana  dalam  surat

permohonan  Pemohon  yang  merupakan  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan
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Agama Taliwang, sehingga pengajuan  permohonan ini telah sesuai dengan

ketentuan  pasal  66 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989,  oleh

karenanya Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon dan

Termohon telah  terikat  dalam perkawinan yang  sah,  maka Pemohon dan

Termohon  adalah  pihak-pihak  yang  sah  sebagai  subyek  hukum  dalam

perkara  ini  sesuai  Pasal  7  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu

Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara a

quo di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di

persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun

materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal  165-179 R.Bg, sehingga

keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup

mendukung kebenaran dalil-dalil  dan alasan permohonan Pemohon dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa  berdasarkan  permohonan  Pemohon,  yang

didukung dengan bukti P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan

Pemohon  di  persidangan,  sebagaimana  dipertimbangkan  di  atas,  Majelis

Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang terikat

dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2012;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa  sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon

sering  terjadi  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  disebabkan

Termohon  selalu  pergi  meninggalkan  rumah  tanpa  izin  Pemohon  dan

Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;

- Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  pisah  tempat

tinggal hingga sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai

pada  kondisi  pecah  (broken  marriage) yang  sudah  sangat  sulit  untuk

disatukan serta tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina

rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  pecahnya  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon secara jelas dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah

tempat  tinggal  dengan  Termohon  (Scheiding  van  tafel  end  bed)  sampai

sekarang telah berlangsung selama kurang lebih  2 (dua) tahun lamanya dan

selama  itu  pula  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  saling

menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami  dan  isteri,  serta  telah  adanya

upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan

oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil,

maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa

antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta

tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa  oleh  karena  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon  telah  sampai  pada  kondisi  pecah,  maka  dengan  tidak

mempertimbangkan  lagi  dari  pihak  mana  datangnya  penyebab  timbulnya

perselisihan  dan  pertengkaran  a  quo,  pada  kondisi  mana  diyakini  sudah

sangat  sulit  untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan,  yaitu  untuk

membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang

(sakinah,  mawaddah, dan rahmah), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk

diberi  izin  mengucapkan ikrar  talak  atas  diri  Termohon telah  terbukti  dan

memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim

berkesimpulan  bahwa  permohonan  Pemohon  dapat  dikabulkan  tanpa

hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;
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Menimbang,  bahwa  beradasarkan  Putusan  Sela  Nomor

282/Pdt.G/2019/PA.Tlg,  tertanggal  30  Oktober  2019,  maka  Pemohon

diizinkan untuk berperkara secara prodeo;

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara

ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut,

tidak hadir dipersidangan; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin  kepada Pemohon (Pemohon)  untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i terhadap Termohon (Termohon) di  depan sidang Pengadilan

Agama Taliwang;

4. Membebaskan Pemohon  membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  pada  hari  Rabu,  tanggal  06

November 2019 Masehi  bertepatan dengan tanggal  09 Rabiul Awal 1441

Hijriyah oleh kami Ridwan, S. HI., sebagai ketua majelis, dan Rauffip Daeng

Mamala,  S.H.,  Solatiah,  S.HI., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari  itu  juga oleh  Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dan  M. Anwar, S.H., sebagai  Panitera  Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

 Hakim Anggota,                                                               Ketua Majelis,

ttd                                                             ttd

                                                       

               

Rauffip Daeng Mamala, S.H.                                        Ridwan, S. HI.

Hakim Anggota,          
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           ttd           

     

Solatiah, S.H.         

                         

                                 

 

                                 Panitera Pengganti,

                                                             

                                                             

1.                                                              

                                                           ttd
2.

                                                           

                                                                              M. Anwar, S.H.

Rincian Biaya Perkara   : Nihil

Salinan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.
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